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KATA PENGANTAR 

Om Swastiastu, 

KK9D9EMӐ9D9ACME 5Jӄ 5:ӄ 

Salam Sejahtera untuk kita semua, 

egala puji dan syukur kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha 

Esa yang telah memberikan Karunia dan RahmatNya sehingga tim 

penyusun laptah Loka POM Kabupaten Buleleng dapat 

menyelesaikan 

laporan tahunan 

2024 ini tepat pada waktunya. 

Tak lupa juga kami ucapkan 

terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada seluruh Staf 

Loka POM di Kabupaten 

Buleleng yang membantu 

dalam penyusunan Laporan 

Tahunan ini.  

Laporan tahunan 2024 ini 

disusun untuk memberikan informasi lengkap kepada seluruh masyarakat, 

utamanya masyarakat di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana terkait 

kegiatan-kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang telah dilakukan Loka 

POM di Kabupaten Buleleng selama tahun 2024.  

Laporan tahunan ini juga disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Loka 

POM di Kabupaten Buleleng dalam pelaksanaan anggaran pemerintah yang 

mana kegiatan disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra 2020-2024) 

dibidang Pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu ditampilkan juga berbagai 

peristiwa-peristiwa dan kinerja pada tahun 2024 berikut dokumentasinya. 
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Laporan tahunan ini menampilkan gambaran umum Loka POM di Kabupaten 

Buleleng meliputi lingkungan internal maupun eksternal, uraian secara ringkas 

seluruh hasil kegiatan pengawasan Obat dan Makanan mulai dari pengawasan 

pre-market (sebelum produk beredar) hingga pengawasan post-market (setelah 

produk beredar di pasaran) melalui pengambilan sampel dan pengujian 

laboratorium. Pengawasan juga dilakukan terhadap sarana produksi dan 

distribusi Obat dan Makanan melalui inspeksi sarana produksi dan distribusi 

Obat dan Makanan dalam rangka pemastian implementasi cara produksi dan 

distribusi yang baik. Pemantauan iklan dan penandaan/label Obat dan 

Makanan, program pendampingan UMKM Obat dan Makanan hingga 

memperoleh izin edar. Kegiatan investigasi awal dan penyidikan atas tindak 

pidana bidang Obat dan Makanan serta pemberdayaan masyarakat terkait Obat 

dan Makanan aman melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) baik 

secara mandiri maupun bermitra dengan pemangku kepentingan. 

Capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Buleleng pada tahun 2024 tidak 

terlepas dari Koordinasi dan Kerjasama dengan pemerintah daerah khususnya 

Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana serta 

masyarakat di wilayah tersebut. Kami berterimakasih kepada lintas sektor, 

pelaku usaha serta seluruh masyarakat yang telah membantu dalam 

mensukseskan dan mendukung kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang 

dilakukan Loka POM Kabupaten Buleleng selama periode tahun 2024. Semoga 

kerjasama ini akan terus terjalin demi terwujudnya Obat dan Makanan aman 

yang beredar di masyarakat. 

Kami tim penyusun laporan tahunan ini memohon maaf apabila terdapat 

kekurangan dalam penyusunan laporan tahunan 2024 ini. Tim Penyusun juga 

mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam 

membantu menyelesaikan laporan tahunan ini. Semoga pencapaian Loka POM 

di Kabupaten Buleleng pada tahun 2024 ini dapat terus meningkat di tahun-



 

 

tahun berikutnya utamanya dalam mengamankan produk Obat dan Makanan 

yang beredar di wilayah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana.  

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om. 

Wassalamu,alaikum Wr.Wb. 

Singaraja, 24 Maret 2025 

Kepala Loka POM di Kabupaten Buleleng 

 

 

 

 

Rai Gunawan, S.Farm., Apt.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Gambaran Umum Institusi 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sebagaimana dalam 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang 

Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Sejalan 

dengan hal tersebut, sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan 

penguatan pengawasan Obat dan Makanan terbitlah Inpres No. 3 tahun 

2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. 

Adapun salah satu upaya dalam peningkatan efektivitas 

pengawasan Obat dan Makanan yakni penguatan kelembagaan dan 

penataan struktur organisasi penting untuk dilakukan agar Badan POM 

dapat menjalankan tugas pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana 

yang telah diamanatkan. Penguatan kelembagaan dan penataan struktur 

organisasi ini melalui diterbitkannya Peraturan Badan POM Nomor 19 

Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada 

Badan Pengawas Obat dan Makanan yang ditetapkan dan diundangkan 

pada tanggal 8 Agustus 2024, menggantikan Peraturan Badan POM Nomor 

22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di 

Lingkungan Badan POM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2022. 

Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT 

BPOM) merupakan satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas 

teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan. UPT BPOM 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang 
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secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara 

administratif dibina oleh Sekretaris Utama.  Jumlah UPT BPOM terdiri dari: 

a) 21 (dua puluh satu) Balai Besar POM; b) 21 (dua puluh satu) Balai POM; 

dan c) 34 (tiga puluh empat) Loka POM, sehingga jumlah seluruhnya 

sebanyak 76 (tujuh puluh enam) UPT BPOM. 

Loka POM di Kabupaten Buleleng merupakan salah satu UPT Badan 

POM yang bertempat di Jl. Gunung Agung No. 8 Kecamatan Buleleng, 

Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Wilayah kerja dari Loka POM di 

Kabupaten Buleleng terdiri dari 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten 

Buleleng dan Kabupaten Jembrana. Sesuai dengan Keputusan Kepala 

Badan POM pada Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Buleleng telah 

menjadi Satuan Kerja Mandiri yang mempunyai tugas dan wewenang 

melaksanakan pengelolaan anggaran secara mandiri sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Loka POM di Kabupaten 

Buleleng memiliki struktur organisasi yang teridri atas: 

a. Kepala; dan 

b. Kelompok Jabatan Fungsional 

 

 

Gambar 1 Struktur Loka POM Buleleng  

     

 Kepala Loka POM 

 Kelompok Jabatan Fungsional 
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1.2 Tugas Pokok dan Fungsi 

Loka POM di Kabupaten Buleleng sebagai salah satu Unit 

Pelaksana Teknis Badan POM, sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Badan 

POM Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai 

tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan 

Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Loka POM di Kabupaten 

Buleleng menyelenggarakan beberapa fungsi sesuai dengan Pasal 4 

Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2024 yaitu : 

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan 

Obat dan Makanan; 

2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan; 

3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan 

fasilitas pelayanan kefarmasian; 

4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi 

Obat dan Makanan; 

5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan; 

6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan; 

7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan; 

8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi 

dan penyidikan; 

9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap 

pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

pengawasan Obat dan Makanan; 

10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui 

siber; 

11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan 

masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 
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12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 

13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

pengawasan Obat dan Makanan; 

14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan 

15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

 

1.3 Visi dan misi Loka POM di Kabupaten Buleleng 

1.3.1 Visi  

Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, 

Maju, Adil Dan Makmur. Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu 

RPJMN 2020-ҐҎҐҒӅ >GCMKFQ9 9<9D9@ ӑ+=OMBM<C9F E9KQ9J9C9L 'F<GF=KA9

yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di 

berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur 

perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di 

berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. 

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka 

Visi Loka POM di Kabupaten Buleleng sama dengan Visi BPOM 2020-2024 

yaitu: 

άhōŀǘ Řŀƴ aŀƪŀƴŀƴ ŀƳŀƴΣ ōŜǊƳǳǘǳΣ Řŀƴ ōŜǊŘŀȅŀ ǎŀƛƴƎ ǳƴǘǳƪ 

mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan 

ōŜǊƪŜǇǊƛōŀŘƛŀƴ ōŜǊƭŀƴŘŀǎƪŀƴ ƎƻǘƻƴƎ ǊƻȅƻƴƎΦέ 

1.3.2 Misi 

Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan, maka untuk 

mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Loka POM di 

Kabupaten Buleleng sama dengan Misi BPOM sebagai berikut: 

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan 

mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam 

rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia. 
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2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan 

Makanan dengan keberpihakan terhadap Usaha, Menengah, Kecil dan 

Mikro (UMKM), dalam rangka membangun struktur ekonomi yang 

produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa 

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta 

penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi dengan 

pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna 

perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada 

seluruh warga 

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk 

memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan 

1.4 Budaya Organisasi  

Dalam melaksanakan tugasnya, sebuah organisasi memerlukan 

budaya organisasi sebagai nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati 

dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi. Budaya organisasi ini 

adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang 

membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. Sistem 

makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung 

tinggi oleh organisasi dan nilai-nilai luhur yang hidup dalam organisasi. 

Adapun nilai- nilai organisasi Badan POM yang menjadi semangat bagi 

seluruh anggota Badan POM dalam berkarya sebagai berikut : 

1. Profesional 

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, 

ketekunan dan komitmen yang tinggi. 

2. Integritas 

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung 

tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. 

3. Kredibilitas 

Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan 

internasional. 
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4. Kerjasama Tim 

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik. 

5. Inovatif 

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini. 

6. Responsif/Cepat Tanggap 

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah. 

1.5 Kegiatan Utama 

Sasaran strategis disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin 

dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan 

sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Untuk mengukur 

ketercapaian tujuan Loka POM di Kabupaten Buleleng, dijabarkan indikator 

kinerja utama pada sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Buleleng 

tahun 2022-2024 sebagaimana dijelaskan pada Gambar 2. 

 

  

Gambar 2 Peta Strategi BOC Loka POM di Kabupaten Buleleng 
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1. Stakeholder Perspective: 

a. Sasaran Strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi 

syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng. 

Komoditas/produk yang diawasi BPOM tergolong produk berisiko 

tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk 

yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. 

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM 

merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari :  

Pertama,  standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, 

regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan 

Makanan.  

Kedua,  penilaian (pre-market evaluation) merupakan evaluasi 

produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya 

dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen.  

Ketiga,  pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk 

melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan 

informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk 

Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana 

produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan 

farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan 

iklan. 

Keempat, pengujian laboratorium. Produk yang disampling 

berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium 

guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah 

memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu.  

Kelima,  penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil 
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pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses 

penegakan hukum sampai dengan pro justicia dapat 

berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti 

dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut 

izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran 

masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran 

Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana. 

2. Internal Process Perspective 

a. Sasaran Strategis Ke-2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana 

Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di 

Kabupaten Buleleng  

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan 

komprehensif mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum 

beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling 

pengujian produk serta penegakan hukum. Dengan penjaminan 

keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang 

konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan 

bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan 

optimal.  

b. Sasaran Strategis Ke-3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, 

edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten 

Buleleng 

Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh 

masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan 

Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan 

yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih 

berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus 

lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan 



 

9 
 

Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya 

peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan 

pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan 

Edukasi (KIE) yang efektif.  

c. Sasaran Strategis ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk 

dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di 

Kabupaten Buleleng 

Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan 

Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk 

itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah 

ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan 

masyarakat. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan 

dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku 

usaha dan mendorong penerapan Risk Management Program oleh 

industri.  

d. Sasaran Strategis ke-5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan 

Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng 

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan 

kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini 

menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia 

serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif 

ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan 

efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk 

mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.  
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3. Learning and Growth Perspective 

a. Sasaran Strategis Ke-6: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka 

POM di Kabupaten Buleleng yang Optimal  

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang 

baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Loka 

POM di Kabupaten Buleleng berupaya untuk terus melaksanakan 

Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam 

rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja 

tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Loka POM di Kabupaten 

Buleleng akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang 

baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek 

keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, 

keadilan, dan partisipasi masyarakat. 

b. Sasaran Strategis Ke-7: Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten 

Buleleng yang berkinerja optimal 

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang 

sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program 

dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan 

kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan 

profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. 

Selain itu perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam 

pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus 

sejalan dengan mandate transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) 

penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, 

pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, 

disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan 

tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pension dan jaminan hari tua, 

sampai dengan (viii) pemberhentian.  
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c. Sasaran Strategis Ke-8: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data 

dan informasi pengawasan Obat dan Makanan 

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya 

pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta yang 

saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke 

arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan 

makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam 

mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era internet 

of things.  

d. Sasaran Strategis Ke-9: Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten 

Buleleng secara akuntabel 

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu 

sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam 

penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam 

Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan 

BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat sebagai 

motor penggerak organisasi.  

1.6 Kegiatan Prioritas Loka POM di Kabupaten Buleleng Tahun 2024 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, 

transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Loka POM di 

Kabupaten Buleleng memiliki program prioritas tahun 2024 sesuai dengan 

target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan yaitu sebagai 

berikut: 
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No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target 

1 Terwujudnya Obat dan 

Makanan yang 

memenuhi syarat 

Persentase Obat yang 

memenuhi syarat 

90% 

Persentase Makanan yang 

memenuhi syarat 

95% 

Persentase Obat yang 

aman dan bermutu 

berdasarkan hasil 

pengawasan 

89% 

Persentase Makanan yang 

aman dan bermutu 

berdasarkan hasil 

pengawasan 

92% 

2 Meningkatnya 

efektifitas pemeriksaan 

sarana Obat dan 

Makanan serta 

pelayanan public 

Persentase 

keputusan/rekomendasi 

hasil inspeksi sarana 

produksi dan distribusi 

yang dilaksanakan 

100% 

Persentase 

keputusan/rekomendasi 

hasil inspeksi yang 

ditindaklanjuti oleh 

pemangku kepentingan 

68% 

Persentase keputusan 

penilaian sertifikasi yang 

diselesaikan tepat waktu 

100% 

Persentase sarana 

produksi Obat dan 

81% 
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Makanan yang memenuhi 

ketentuan 

Persentase sarana 

distribusi Obat dan 

Makanan yang memenuhi 

ketentuan 

73% 

Persentase UMKM yang 

memenuhi standar 

produksi pangan olahan 

dan/atau pembuatan OT 

dan Kosmetik yang baik 

79% 

3 Meningkatnya 

efektifitas komunikasi, 

informasi, edukasi Obat 

dan Makanan 

Tingkat efektifitas KIE 

Obat dan Makanan 

91,40 

4 Meningkatnya 

efektifitas pemeriksaan 

produk dan pengujian 

Obat dan Makanan 

Persentase sampel Obat 

yang diperiksa dan diuji 

sesuai standar 

50% 

Persentase sampel 

makanan yang diperiksa 

dan diuji sesuai standar 

50% 

5 Meningkatnya 

efektifitas penindakan 

kejahatan Obat dan 

Makanan 

Persentase keberhasilan 

penindakan kejahatan di 

Bidang Obat dan Makanan 

88% 

6 Terwujudnya tata Kelola 

pemerintahan UPT yang 

optimal 

Persentase implementasi 

rencana aksi RB di lingkup 

UPT 

100% 
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Nilai AKIP UPT 82,2 

7 Terwujudnya SDM UPT 

yang berkinerja optimal 

Indeks Profesionalitas 

ASN UPT 

81 

8 Menguatnya 

laboratorium, 

pengelolaan data dan 

informasi pengawasan 

Obat dan Makanan 

Indeks pengelolaan data 

dan informasi UPT yang 

optimal 

2.5 

9 Terkelolanya keuangan 

UPT secara akuntabel 

Nilai Kinerja Anggaran 

UPT 

91,8 

Tabel 1 Kegiatan Prioritas Loka POM di Kabupaten Buleleng Tahun 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

15 
 

BAB II 

KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN 

2.1 Lingkungan Eksternal 

A. Data Umum Wilayah Kerja, meliputi: 

Wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Buleleng terdiri dari dua 

kabupaten yaitu Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana sebagai 

wilayah kerjanya. Adapun Data Umum Wilayah Kerja terbagi sebagai 

berikut: 

Tabel 2 Data Umum Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng 

B. Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten/Kota 

No Jenis Sarana 
Kabupaten 

Total 
Buleleng Jembrana 

1. Industri farmasi 0 0 0 

2. Fasilitas Bahan Baku Obat/Produk 

Biologi/Sarana Khusus (Unit 

Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab. 

Sel Punca 

1 1 2 

No Data 
Wilayah Kerja 

Buleleng Jembrana 

1 Luas Wilayah 1364,73 km2 841,80 km2 

2 Jumlah Kabupaten/ Kota 1 1 

3 
Pola Transportasi UPT BPOM di 

Wilayah Kerja 
Darat Darat 

4 
Lama Waktu Perjalanan ke Wilayah 

Kerja 
2 jam 30 menit 3 jam 30 menit 

5 
Waktu yang diperlukan disatu 

Wilayah Kerja 
5 Jam 10 Jam 
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3. Industri Obat Tradisional (IOT) 1 0 1 

4. Industri Ekstrak Bahan Alam (EBA) 0 0 0 

5. Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) 1 0 1 

6. Usaha Mikro Obat Tradisional 

(UMOT) 

10 1 11 

7. Industri Farmasi (IF) yang 

Memproduksi Suplemen Kesehatan  

0 0 0 

8. Industri Obat Tradisional (IOT) yang 

memproduksi Suplemen Kesehatan 

0 0 0 

9. Industri Pangan (IP) yang 

memproduksi Suplemen Kesehatan 

0 0 0 

10. Industri Kosmetik 6 0 6 

11. Industri Pangan 30 14 44 

12. Industri Rumah Tangga Pangan 

(IRTP) 

458 269 727 

13. Pedagang Besar Farmasi (PBF) 1 0 1 

14. Apotek 100 64 164 

15. Toko Obat 13 17 30 

16. Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi 

Farmasi Pemerintah (IFP) 

1 1 2 

17. Rumah Sakit 10 4 13 

18. Puskesmas 20 10 30 

19. Klinik 12 7 19 

20. Lain lain (Praktek Dokter dan bidan) 0 0 0 

21. Fasilitas Distribusi Obat Tradisional 17 29 46 
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22. Fasilitas Distribusi Suplemen 

Kesehatan 

13 10 23 

23. Fasilitas Distribusi Kosmetik 198 131 329 

24. Fasilitas Distribusi Pangan Olahan 446 389 835 

Total  1338 947 2284 

Tabel 3 Jumlah Sarana Pengawasan berdasarkan Jenis Sarana 

No. Kabupaten 
Sekolah SD 

Jumlah Sekolah Jumlah Siswa 

1 Buleleng 465 66006 

2 Jembrana 185 22375 

TOTAL 650 88.381 

Tabel 4 Jumlah Sekolah dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Buleleng 

dan Jembrana Tahun Ajaran 2024/2025 

Sumber: https://dapo.dikdasmen.go.id/ 

2.2 Lingkungan Internal 

Kantor Loka POM di Kabupaten Buleleng sebagai kantor utama yang 

berlokasi di Jl. Gunung Agung No. 8, Banjar Tegal, Buleleng, Bali dengan 

keterangan sebagai berikut : 

a. Luas Tanah kantor sementara Loka POM di Kabupaten Buleleng adalah 800 

m2, terdiri dari 400 m2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 17 tanggal 13 April 

2000 dan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 155 tanggal 14 Agustus 2002 

seluas 400 m2. 

b. Luas Bangunan adalah 400 m2 yang terdiri dari : Lt. 1 : 400 m2. 

c. Status Kepemilikan Tanah adalah sewa. Loka POM di Kab. Buleleng telah 

mendapatkan tanah dengan sertifikat Hak Pakai No. 00007 an. Badan POM 

RI dg luas 3.401 m² 
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Gambar 3 Kantor Loka POM di Kabupaten Buleleng 

d. Rumah Dinas adalah sewa. 

e. Penerangan  

- PLN    : 13.200 KVA 

f. Sarana Komunikasi 

1) Nomor telepon  : 08191 1500 533 / (0362) 3306355 

2) Alamat e-mail   : loka_buleleng@pom.go.id 

     

3) Sosial Media  

- Twitter   : @bpombuleleng 

- Instagram & Tiktok : @bpom.buleleng 

- Youtube & Facebook : Loka POM di Buleleng 

g. Sumber Air 

ǒ PAM    : PDAM 

h. Kendaraan 

Kendaraan Operasional roda 4 sebanyak 3 (tiga) unit yaitu, 1 (satu) 

unit Mobil Laboratorium Keliling Tahun 2013 dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu 

mailto:loka_buleleng@pom.go.id
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Xenia tahun 2008 yang merupakan hibah dari Balai Besar POM di Denpasar, 

serta 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Tahun 2022. Sementara, 

kendaraan roda 2 sejumlah 1 (satu) unit yaitu Honda Vario tahun 2024. 

i. Sumber Daya Manusia (jumlah menurut usia, unit kerja, dan strata 

pendidikan) 

Sumber Daya Manusia (SDM) Loka POM di Kabupaten Buleleng pada 

tahun 2024 berjumlah 26 (dua puluh enam) orang, yang terdiri dari : 18 

(delapan belas) orang  Aparatur Sipil Negara (ASN), 2 (dua) orang 

Pramubakti/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 6 

(enam) orang outsourching.  

Jumlah menurut usia Pegawai Loka POM di Kabupaten Buleleng 

didominasi oleh generasi muda sebanyak 9 orang usia diatas 20 tahun, 13 

orang usia diatas 30 tahun, 3 orang usia diatas 40 tahun dan 1 orang usia 

diatas 50 tahun.  

  Pada tahun 2024 terdapat penambahan 1 (satu) orang Aparatur Sipil 

Negara (ASN) berupa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 

per 1 Maret 2024. Pada tanggal 1 Juni 2024 terdapat 1 (satu) orang Aparatur 

Sipil Negara (ASN) yang disetujui pencantuman gelar Pendidikan S1.  Dari 3 

(tiga) orang Pramubakti/(PPNPN) ada 1 (satu) orang Pramubakti/(PPNPN) 

yang mengundurkan diri per 1 Maret 2024.  

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 18 (delapan belas) orang terdiri dari : 

1) Dengan pengelompokan jabatan, 1 (satu) orang menjabat sebagai 

Kepala Loka, 16 (enam belas) orang sebagai Pejabat Fungsional, serta 1 

(satu) orang sebagai Pelaksana. 

2) Dengan pengelompokan golongan, golongan II berjumlah 1 (satu) orang 

dan golongan III berjumlah 17 (tujuh belas) orang. 

3) Dengan pengelompokan tingkat Pendidikan, 1 (satu) orang berjenjang 

S2, 5 (lima) orang Profesi Apoteker, 11 (sebelas) orang S1, 1 (satu) orang 

D3. 
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Pramubakti/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 2 

orang terdiri dari : Tenaga Teknis sebanyak 2 (dua) orang, dengan tingkat 

Pendidikan S1. 

Pegawai Outsourcing sebanyak 6 orang terdiri dari : 

1) Pengemudi sebanyak 1 (satu) orang, dengan tingkat Pendidikan SLTA. 

2) Satpam sebanyak 3 (tiga) orang, dengan tingkat Pendidikan SLTA. 

3) Cleaning Service (CS) sebanyak 2 (dua) orang, dengan tingkat Pendidikan 

SLTA. 

No SDM Satuan Jumlah 

1 2 3 4 

B Loka POM di Kabupaten Buleleng 

1 SDM Teknis* pegawai 14 

2 SDM Administrasi** pegawai 4 

3 SDM Pramubakti/PPNPN/Outsourcing *** pegawai 8 

TOTAL   26 

Tabel 5 Jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Buleleng Tahun 2024 

Jabatan 

Golongan Pendidikan 

II III S2 
Profesi 

Apoteker 
S1 D3 SLTA 

Kepala 

Loka 
 - 1 - 1 -  -  -  

Fungsional 1 15 1 4 10 1 - 

Pelaksana  - 1  -  - 1  -  - 

Total 18 18 

Tabel 6 Data Golongan dan Pendidikan ASN Loka POM di Kabupaten Buleleng 

Tahun 2024 

 

PPNPN/OUTSOURCING Pendidikan 
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S1 SLTA 

Teknis 2 - 

Pengemudi - 1 

Satpam - 3 

Cleaning Service - 2 

Total  2 6 

Tabel 7 Data Pendidikan PPNPN/Outsourcing Loka POM di Kabupaten Buleleng 

j. Sertifikasi/Akreditasi  

Untuk menilai kinerja organisasi dan efektivitas sistem manajemen mutu 

(SMM) yang sudah dibangun serta untuk memastikan kepatuhan organisasi 

terhadap standar ISO 9001, maka dilakukan audit internal pada tanggal 20-

21 Mei 2024. Temuan-temuan ketidaksesuaian pada audit internal sudah 

diselesaikan sebelum Rapat Tinjauan Manajemen  tanggal 29 Juli 2024. Pada 

tanggal 30-31 Oktober 2024, Loka POM di Kabupaten Buleleng menjadi salah 

satu UPT perwakilan Badan POM yang mengikuti  audit surveilan ISO 

9001:2015 �Œ Sistem Manajemen Mutu oleh Badan Sertifikasi dengan 

kesimpulan bahwa Loka POM di Kabupaten Buleleng masih menerapkan 

sistem manajemen mutu yang efekti f.  

Selain ISO 9001, Loka POM di Kabupaten Buleleng melaksanakan bimtek 

ISO 37001:2015 tentang SMAP pada tanggal 9-11 September 2024 dengan 

pemateri dari PT. Bintang Mas dan pada tanggal 23 Desember 2024 Loka POM 

di Kabupaten Buleleng mengikuti  audit sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP oleh 

auditor dari PT. Garuda Sertifikasi Indonesia. Namun masih ditemukan 

beberapa ketidaksesuaian yang masih perlu diperbaiki, sehingga sertifikat 

belum bisa diterbitkan pada tahun ini. 

 

k. Kerjasama Berupa Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama 

(PKS) 
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Sebagai bentuk implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan yang 

diturunkan dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 

2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan 

Makanan di Daerah, maka sejak tahun 2019, Loka POM di Kabupaten Buleleng 

telah menjalin kerja sama dengan beberapa lintas sektor. Namun, pada tahun 

ini ada 6 (enam) perjanjian kerjasama yang habis masa berlakunya di triwulan 1 

yaitu Dinas Kesehatan di Kabupaten Jembrana; Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana; serta Dinas 

Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana, serta di triwulan 2 yaitu   Dinas 

Kesehatan di Kabupaten Buleleng; Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Kabupaten Buleleng; Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng. Perjanjian 

tersebut belum diperbaharui pada tahun ini.  

Perjanjian Kerjasama yang masih berlaku pada tahun ini yaitu 1 (satu) 

nota kesepahaman antara Loka POM di Kabupaten Buleleng dengan Universitas 

Pendidikan Ganesha dan nota kesepahaman dengan Sekolah Tinggi Ilmu 

Kesehatan (STIKES) Buleleng. Pada penghujung tahun ini juga telah dilakukan 

penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian Kerjasama dengan 

pemerintah Kabupaten Jembrana terkait Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jembrana. Selain itu 

terdapat 3 (tiga) Surat Keputusan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 

Obat dan Makanan di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana dalam 

kurun waktu tahun 2020 -2023.  

Pada Tahun 2024 telah dilakukan berbagai kegiatan sebagai bentuk 

implementasi dari perjanjian Kerjasama, diantaranya bersama menjelang hari 

raya keagamaan, pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan distribusi 

Obat dan Makanan, perizinan UMOT dan PIRT, pendampingan UMKM, 

pelaksanaan DAK non fisik, pelaksanaan KIE bersama dengan lintas sektor, 

pengabdian masyarakat, dsb. 
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Diharapkan di tahun berikutnya, perjanjian kerjasama yang sudah 

habis masa berlakunya dapat diperbaharui dan untuk Kerjasama yang masih 

berlaku dapat ditingkatkan dengan melakukan koordinasi dengan mitra 

Kerjasama sehingga dapat efektif dilakukan seperti tahun ini. 

l. Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi 

Pada tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Buleleng menerima 

beberapa penghargaan dari Badan POM karena meraih prestasi, yaitu dalam 

hal dedikasi, profesionalisme dan kontribusi dalam menjalankan Fungsi 

Penindakan Terbaik (peringkat I Tingkat Loka POM), peringkat 10 dengan 

kategori sangat baik pada Indeks Pelayanan Publik Tingkat Loka Tahun 

2024, dan sebagai Badan Publik Informatif Kategori PPID Pelaksana UPT 

Loka POM.  

Selain itu Loka POM Buleleng juga menerima penghargaan dari 

instansi eksternal seperti KPPN Singaraja dalam hal satker terbaik mitra 

KPPN Singaraja pengguna uang persediaan melalui Kartu Kredit Pemerintah 

(KKP) Peringkat VII, dan satker terbaik mitra KPPN Singaraja pengguna uang 

persediaan melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Peringkat VI pada 

semester 1 Tahun 2024.  

m. Pengadaan Barang/Jasa 

Pengadaan barang/ jasa dilakukan guna mendukung kegiatan Loka 

POM di Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas dan fungsinya demi 

mencapai visi dan misi Loka POM di Kabupaten Buleleng. Pengadaan 

barang dan jasa diselenggarakan oleh pejabat pengadaan dengan  

persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pengadaan barang/jasa di 

Loka POM di Kabupaten Buleleng dilakukan melalui proses pengadaan 

langsung dan e-purchasing sesuai ketentuan.  

Pada Tahun 2024 telah dilakukan proses pengadaan Sewa Gedung 

Kantor yang beralamat di Jl. Gunung Agung No. 8 Buleleng sebagai tempat 
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kegiatan perkantoran Loka POM di Kabupaten Buleleng dikarenakan 

pelaksanaan pembangunan fisik kantor belum dilakukan hingga tahun 

2024. Periode kontrak sewa gedung kantor berjangka 1 (satu) tahun dari 

tanggal 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024. Demikian juga sewa 

rumah dinas Kepala Kantor Loka POM di Kabupaten Buleleng juga 

dilakukan di awal tahun berlokasi di  Perum. Puri Kanaya No. C11, Jl. Pratu 

Subrata  Kelurahan Sukasada, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng. 

Pengadaan juga dilakukan untuk mendukung kinerja pegawai maka 

diperlukan dukungan peralatan perkantoran seperti : Lemari Besi/Metal 2 

Buah yang diperuntukkan untuk lemari sampel dan lemari arsip untuk tim 

keuangan, Brankas Dokumen 1 Buah, CCTV - Camera Control Television 

System 4 Buah, Telephone Mobile untuk layanan ULPK 1 Buah, Laptop 1 

Buah, Printer Layanan 1 Buah.  

Loka POM Buleleng juga mempersiapkan minilab yang akan menjadi 

fasilitas pengujian sederhana untuk melakukan pengujian sederhana di 

Loka POM Buleleng, maka dilakukan pengadaan Alat Laboratorium meliputi 

Hotplate Stirrer, Timbangan Analitik dan Lemari Asam Portable sesuai 

dengan rincian tabel 34. 

Pada Tahun 2024 juga dilakukan pengadaan seragam pegawai 

berupa 1 (satu) Pakaian Seragam Dinas Harian untuk seluruh Pegawai Loka 

POM di Kabupaten Buleleng (ASN dan PPNPN). Selain itu juga dilakukan 

pengadaan Rompi untuk petugas Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM). 

Dalam rangka memperhatikan kesehatan pegawai, maka dilakukan 

pemeriksaan kesehatan terhadap pegawai PNS dan Pramubakti teknis 

berupa  General Medical Check up. 

Pada Triwulan ketiga dilakukan pengadaan Smartphone/telepon 

mobile yang dipergunakan untuk menunjang layanan pengaduan 

konsumen (ULPK). Selain itu untuk memberikan layanan semakin baik, 
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dilakukan pengadaan printer untuk layanan konsumen yang dapat 

membantu untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada 

konsumen yang berkunjung ke Loka POM Buleleng. 

Secara ringkas ada beberapa pengadaan yang dilakukan pada tahun 

2024 yaitu : 

1. Fasilitas perkantoran (lemari arsip, lemari sampel, brankas 

dokumen, papan nama ULPK, kamera CCTV , Printer) 

2. Alat Pengolah Data (Laptop, HP/Smartphone) 

3. Pakaian Dinas (Pakaian Dinas Harian dan Rompi pengawas PFM) 

4. Alat laboratorium (Hotplate Stirrer, Timbangan Analitik, Lemari 

Asam Portable) 

5. Pemeriksaan Kesehatan untuk ASN dan PPNPN teknis 

6. Pengadaan Produk Promosi untuk menunjang kegiatan KIE   

n. Anggaran (volume menurut jenis dan sumbernya) 

Pada Tahun Anggaran 2024, satuan kerja Loka POM di Kabupaten 

Buleleng memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp15.985.780.000,00. Pagu 

anggaran Loka POM di Kabupaten Buleleng telah melalui revisi Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak 25 (dua puluh lima) 

kali. Hal ini disebabkan oleh adanya program pencadangan anggaran 

(Automatic Adjustment) dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan 

kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Berikut rincian 

revisi yang dilakukan : 

a. Revisi I Pemutakhiran KPA tanggal 3 Januari 2024 sesuai dengan 

Surat Pengantar Nomor KU.02.02.15C.01.24.01 tanggal 3 Januari 2024 

tentang Usulan Revisi Pemutakhiran KPA; 

b. Revisi II DIPA pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia tanggal 31 Januari 2024, yakni dilakukannya 
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pemblokiran mandiri (Selfblocking) dalam rangka Pencadangan Anggaran 

(Automatic Adjustment) sehubungan dengan Surat Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 

tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024; 

c. Revisi III DIPA pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali 

tanggal 20 Februari 2024 sesuai dengan Surat Pengantar Nomor 

KU.02.02.15C.02.24.11 tanggal 19 Februari 2024 dalam rangka 

pemutakhiran data POK dan perbaikan rencana penarikan dana pada 

Halaman III DIPA Loka POM di Kabupaten Buleleng; 

d. Revisi IV Pemutakhiran KPA tanggal 26 Maret 2024 sesuai dengan 

Surat Pengantar Nomor KU.02.02.15C.03.24.15 tanggal 26 Maret 2024 

tentang Usulan Revisi Pemutakhiran KPA; 

e. Revisi V Pemutakhiran KPA tanggal 2 April 2024 sesuai dengan 

Surat Pengantar Nomor KU.02.02.15C.04.24.16 tanggal 2 April 2024 tentang 

Usulan Revisi Pemutakhiran KPA; 

f. Revisi VI DIPA pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali 

tanggal 23 April 2024 sesuai dengan Surat Pengantar Nomor 

KU.02.02.15C.04.24.20 tanggal 22 April 2024 dalam rangka pemutakhiran 

data POK dan perbaikan rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA 

Loka POM di Kabupaten Buleleng;  

g. Revisi VII Pemutakhiran KPA tanggal 15 Mei 2024 sesuai dengan 

Surat Pengantar Nomor KU.02.02.15C.05.24.26 tanggal 15 Mei 2024 tentang 

Usulan Revisi Pemutakhiran KPA; 

h. Revisi VIII DIPA pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali 

tanggal 3 Juni 2024 sesuai dengan Surat Pengantar Nomor 

KU.02.02.15C.05.24.29 tanggal 31 Mei 2024 dalam rangka pemutakhiran 
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data POK dan perbaikan rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA 

Loka POM di Kabupaten Buleleng; 

i. Revisi IX Pemutakhiran KPA tanggal 26 Juni 2024 sesuai dengan 

Surat Pengantar Nomor KU.02.02.15C.06.24.31 tanggal 25 Juni 2024 tentang 

Usulan Revisi Pemutakhiran KPA; 

j. Revisi X DIPA pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali 

tanggal 15 Juli 2024 sesuai dengan Surat Pengantar Nomor 

KU.02.02.15C.07.24.35 tanggal 14 Juli 2024 dalam rangka pemutakhiran 

data POK dan perbaikan rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA 

Loka POM di Kabupaten Buleleng; 

k. Revisi XI Pemutakhiran KPA tanggal 25 Juli 2024 sesuai dengan 

Surat Pengantar Nomor KU.02.02.15C.07.24.36 tanggal 24 Juli 2024 tentang 

Usulan Revisi Pemutakhiran KPA; 

l. Revisi XII Pemutakhiran KPA tanggal 27 Agustus 2024 sesuai 

dengan Surat Pengantar Nomor KU.02.02.15C.08.24.39 tanggal 27 Agustus 

2024 tentang Usulan Revisi Pemutakhiran KPA; 

m. Revisi XIII Pemutakhiran KPA tanggal 18 September 2024 sesuai 

dengan Surat Pengantar Nomor KU.02.02.15C.09.24.41 tanggal 17 

September 2024 tentang Usulan Revisi Pemutakhiran KPA; 

n. Revisi XIV Pemutakhiran KPA tanggal 23 September 2024 sesuai 

dengan Surat Pengantar Nomor KU.02.02.15C.09.24.42 tanggal 23 

September 2024 tentang Usulan Revisi Pemutakhiran KPA; 

o. Revisi XV DIPA pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali 

tanggal 15 Oktober 2024 sesuai dengan Surat Pengantar Nomor 

KU.02.02.15C.10.24.43 tanggal 14 Oktober 2024 dalam rangka 
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pemutakhiran data POK dan perbaikan rencana penarikan dana pada 

Halaman III DIPA Loka POM di Kabupaten Buleleng; 

p. Revisi XVI DIPA pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali 

tanggal 4 November 2024 sesuai dengan Surat Pengantar Nomor 

KU.02.02.15C.11.24.45 tanggal 4 November 2024 dalam rangka pergeseran 

anggaran antarjenis belanja, pergeseran anggaran antar-KRO, 

pemutakhiran data POK, dan perbaikan rencana penarikan dana pada 

Halaman III DIPA Loka POM di Kabupaten Buleleng; 

q. Revisi XVII Pemutakhiran KPA tanggal 6 November 2024 sesuai 

dengan Surat Pengantar Nomor KU.02.02.15C.11.24.46 tanggal 6 November 

2024 tentang Usulan Revisi Pemutakhiran KPA; 

r. Revisi XVIII Pemutakhiran KPA tanggal 7 November 2024 sesuai 

dengan Surat Pengantar Nomor KU.02.02.15C.11.24.47 tanggal 7 November 

2024 tentang Usulan Revisi Pemutakhiran KPA; 

s. Revisi XIX Pemutakhiran KPA tanggal 8 November 2024 sesuai 

dengan Surat Pengantar Nomor KU.02.02.15C.11.24.1.47 tanggal 8 

November 2024 tentang Usulan Revisi Pemutakhiran KPA; 

t. Revisi XX DIPA pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali 

tanggal 18 November 2024 sesuai dengan Surat Pengantar Nomor 

KU.02.02.15C.11.24.48 tanggal 15 November 2024 dalam rangka 

penghematan/selfblocking anggaran belanja perjalanan dinas sesuai Surat 

Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 hal Langkah-Langkah 

Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga 

TA 2024 tanggal 7 November 2024; 

u. Revisi XXI Pemutakhiran KPA tanggal 2 Desember 2024 sesuai 

dengan Surat Pengantar Nomor KU.02.02.15C.12.24.49 tanggal 2 Desember 

2024 tentang Usulan Revisi Pemutakhiran KPA; 
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v. Revisi XXII Pemutakhiran KPA tanggal 12 Desember 2024 sesuai 

dengan Surat Pengantar Nomor KU.02.02.15C.12.24.51 tanggal 12 

Desember 2024 tentang Usulan Revisi Pemutakhiran KPA; 

w. Revisi XXIII Pemutakhiran KPA tanggal 17 Desember 2024 sesuai 

dengan Surat Pengantar Nomor KU.02.02.15C.12.24.1.53 tanggal 17 

Desember 2024 tentang Usulan Revisi Pemutakhiran KPA; 

x. Revisi XXIV Pemutakhiran KPA tanggal 18 Desember 2024 sesuai 

dengan Surat Pengantar Nomor KU.02.02.15C.12.24.53 tanggal 18 

Desember 2024 tentang Usulan Revisi Pemutakhiran KPA; dan  

y. Revisi XXV Pemutakhiran KPA tanggal 27 Desember 2024 sesuai 

dengan Surat Pengantar Nomor KU.02.02.15C.12.24.54 tanggal 20 

Desember 2024 tentang Usulan Revisi Pemutakhiran KPA. 

Rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Loka POM di 

Kabupaten Buleleng dan perubahannya adalah sebagai berikut :      

                        Tabel 8 Rincian Perubahan DIPA 

Berdasarkan data perubahan DIPA pada tabel diatas dapat dilihat 

bahwa terdapat perubahan belanja pegawai, belanja barang dan belanja 

modal. Hal ini disebabkan karena, yaitu: 

1. Tunjangan kinerja bulan Desember 2024 dibayarkan oleh Sekretaris 

Utama, sehingga dilakukan optimalisasi sisa belanja pegawai ke belanja 

barang.  
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2. Terdapat optimalisasi sisa belanja modal ke belanja barang untuk 

mendukung kegiatan KIE SAKA POM. 

Realisasi Belanja Loka POM di Kabupaten Buleleng untuk periode 

yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.973.376.916,00 

atau 31,11% dari anggaran belanja sebesar Rp15.985.780.000,00. Rincian 

anggaran dan realisasi belanja pada 31 Desember 2024 adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 9 Realisasi Anggaran 

Pada Tahun Anggaran 2024, Anggaran Loka POM di Kabupaten 

Buleleng mengalami pemblokiran Automatic Adjustment sebesar 

Rp10.997.301.000,00 hingga akhir tahun anggaran. Sehingga, anggaran 

efektif yang dikelola adalah sebesar Rp4.988.479.000,00 dengan realisasi 

belanja Loka POM di Kabupaten Buleleng untuk periode yang berakhir pada 

31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.973.376.916,00 atau 99,70%. Rincian 

anggaran beserta perubahannya dan realisasi belanja pada 31 Desember 

2024 adalah sebagai berikut: 

   Tabel  10 Rincian Perubahan DIPA 
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Berikut rincian realisasi anggaran Loka POM di Kabupaten Buleleng 

berdasarkan KRO : 

Tabel 11 Rincian Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 
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Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Buleleng dalam 

pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran, yaitu :  

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala 

melalui Rapat Evaluasi yang rutin dilaksanakan setiap bulan.  

2. Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, 

serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA.  

3. Melakukan optimalisasi dan revisi anggaran untuk beberapa 

kegiatan yang sudah terlaksana namun masih terdapat sisa anggaran. 
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BAB III 

HASIL KEGIATAN PENGAWASAN 

3.1 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat 

Pengawasan mutu, keamanan dan kemanfaatan obat dilakukan 

dalam rangka melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi 

syarat. Mutu obat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya 

adalah kurangnya pengendalian yang dilakukan terhadap kegiatan 

distribusi obat yang terjadi selama proses penyimpanan dan 

pendistribusian. Obat yang diedarkan wajib memiliki izin edar serta 

memenuhi persyaratan cara pembuatan Obat yang baik (CPOB) dan cara 

distribusi Obat yang baik (CDOB) sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

BPOM terus berupaya memastikan keamanan obat-obatan yang 

dikonsumsi oleh konsumen. Loka POM di Kabupaten Buleleng sebagai salah 

satu perpanjangan tangan BPOM di daerah melakukan berbagai upaya 

untuk menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan obat dan bahan obat 

serta mencegah penyimpangan pengelolaan obat dan bahan obat selama 

peredaran. Pengawasan terhadap sarana distribusi obat dan fasilitas 

pelayanan kefarmasian merupakan salah satu upaya yang telah dilakukan 

Loka POM di Kabupaten Buleleng. Disamping itu, dilakukan sampling dan 

pengujian terhadap produk obat yang beredar. Pengujian sampel tersebut 

di laksanakan di laboratorium Balai Besar POM di Denpasar dan Balai Besar 

POM Regional terkait.     

3.1.1 Sampling dan Pengujian Obat 

 Obat merupakan salah satu produk yang esensial dalam proses 

pemberian pelayanan kesehatan. Penanganan dan pencegahan penyakit 

tidak dapat dilepaskan dari penggunaan obat. Oleh karena itu pengawasan 

obat memiliki fungsi strategis dalam upaya perlindungan dan peningkatan 
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kualitas hidup masyarakat. Kegiatan 

sampling yang dilakukan oleh Loka 

POM di Kabupaten Buleleng adalah 

sebuah bentuk pelaksanaan peran 

Badan POM dalam pengawasan obat 

yang beredar. Kegiatan sampling 

dilakukan berdasarkan analisis risiko 

dan keterwakilan produk yang beredar 

sesuai metode pengambilan sampel. Pada kegiatan sampling dilakukan 

evaluasi produk yang meliputi izin edar, kedaluwarsa, label, dan uji 

laboratorium untuk mengetahui keamanan, khasiat, dan mutu dari obat 

tersebut.  

Kegiatan sampling obat, merupakan bagian dari pengawasan post 

market yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 35 

Tahun 2024 Tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi 

dan Pangan Olahan. Berdasarkan pedoman tersebut, metode sampling 

dilaksanakan melalui 2 cara yaitu metode acak dan metode targeted. Pada 

tahun 2024 telah dilakukan sampling rutin terhadap 51 sampel obat sesuai 

prioritas sampling yang terdiri dari 41 sampel acak dan 10 sampel targeted. 

Adapun hasil evaluasi yang diperoleh dari hasil pengujian yaitu 41 sampel 

acak (100,00 %) dan 10 sampel targeted (100,00 %) dinyatakan Memenuhi 

Syarat (MS) dari hasil pengujian laboratorium dan evaluasi Penandaan label 

produk. Data dapat dilihat pada Lampiran Tabel 1A, 2A dan 4A.  

3.1.2 Pengawasan Obat 

Pengawasan terhadap sarana distribusi dan pelayanan obat 

dilakukan untuk memastikan dalam setiap tahapan tersebut mutu obat 

tetap terjaga hingga sampai ke konsumen. Industri Farmasi, Pedagang 

Besar Farmasi, Pedagang Besar Farmasi Cabang, dan Apotek harus menjaga 

mutu Obat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada 

Gambar 4 Sampling Obat di Kabupaten 
Buleleng 
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wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng tidak terdapat industri yang 

memproduksi obat, melainkan hanya terdapat sarana distribusi obat dan 

sarana fasilitas pelayanan kefarmasian.  Oleh karena itu, pengawasan 

terhadap komoditi obat difokuskan kepada sarana peredaran Obat yang 

harus menerapkan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) pada Pedagang 

Besar Farmasi dan Instalasi Farmasi Kabupaten serta pengelolaan obat di 

sarana pelayanan kefarmasian lainnya. 

Pada periode Januari hingga Desember 2024 telah dilakukan 

pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian dengan 

jumlah 56 sarana di Kabupaten Buleleng dan Jembrana. Adapun 

pemeriksaan dilakukan terhadap sarana distribusi obat dengan rincian, 1 

sarana PBF, 22 sarana Apotek, 6 sarana Toko Obat, 2 sarana Instalasi 

Farmasi Kabupaten (IFK), 9 sarana rumah sakit, 10 sarana Puskesmas, dan 

6 sarana Klinik. Pengawasan sarana di Kabupaten Buleleng dilakukan 

terhadap 1 sarana PBF, 17 sarana Apotek, 6 sarana toko obat, 1 sarana IFK, 

6 sarana rumah sakit, 6 sarana puskesmas dan 3 sarana klinik. Sementara di 

Kabupaten Jembrana dilakukan pemeriksaan terhadap 5 sarana apotek, 0 

sarana toko obat, 1 sarana IFK, 3 sarana rumah sakit, 4 sarana puskesmas 

dan 3 sarana klinik. 

Adapun hasil pemeriksaan terhadap sarana distribusi obat dan 

sarana pelayanan kefarmasian pada Tahun 2024, yaitu sebanyak 47 sarana 

(83,93%) dinyatakan Memenuhi Ketentuan dan sebanyak 9 sarana (16,07 %) 

Tidak Memenuhi Ketentuan. Terhadap sarana yang telah diperiksa dan 

masih ditemukan pelanggaran, maka Loka POM di Kabupaten Buleleng telah 

memberikan surat tindak lanjut. Terhadap surat tindak lanjut yang telah 

dikirimkan, terdapat 45 sarana yang memberikan jawaban perbaikan 

terhadap temuan hasil pemeriksaan tersebut.  Data selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran tabel 8. 
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3.1.3 Pemeriksaan Pedagang Besar Farmasi (PBF) 

Pengawasan terhadap obat 

merupakan salah satu unsur 

penting dalam menjamin 

mutu, khasiat/manfaat dan 

keamanan obat dan/atau 

bahan obat sepanjang rantai  

distribusi dan pelayanan 

sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. PBF 

merupakan sarana yang mengedarkan berbagai jenis obat dalam jumlah 

besar, yang tentunya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Jumlah PBF yang diawasi oleh Loka POM di 

Kabupaten Buleleng pada Tahun 2024 sebanyak 1 sarana. Sarana PBF di 

Kabupaten Buleleng telah memiliki sertifikat CDOB yang menyalurkan obat 

non CCP. Sarana PBF ini berada di Kabupaten Buleleng dengan hasil 

pemeriksan Memenuhi Ketentuan.  

3.1.4 Pemeriksaan Apotek 

 Keberadaan apotek merupakan 

salah satu sarana penunjang bagi 

terwujudnya pelaksanaan kefarmasian 

yang optimal, dalam upaya peningkatan 

pelayanan bagi masyarakat. Jumlah 

apotek yang berada wilayah pengawasan 

Loka POM di Kabupaten Buleleng yaitu 

164 sarana, diantaranya 100 sarana 

berada di Kabupaten Buleleng dan 64 

sarana di Kabupaten Jembrana.  
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Gambar 5 Pemeriksaan PBF di Kabupaten Buleleng 

Gambar 6 Pemeriksaan Apotek di Kabupaten Jembrana 



 

35 
 

Selama Tahun 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 22 sarana, yaitu 

17 sarana di Kabupaten Buleleng dan 5 sarana di Kabupaten Jembrana. 

Hasil yang diperoleh dari pemeriksaan tersebut yakni 17 sarana dinyatakan 

Memenuhi Ketentuan dan 5 sarana dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan. 

Terhadap hasil pemeriksaan yang masih ditemukan pelanggaran, Loka POM 

di Kabupaten Buleleng telah memberikan tindak lanjut berupa Peringatan 

dan Peringatan Keras terhadap sarana. Data selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran tabel 7A.  

3.1.5 Pemeriksaan Toko Obat 

 Toko Obat adalah sarana yang 

dapat menjual eceran obat-obatan 

secara terbatas yaitu pada jenis obat 

bebas dan obat bebas terbatas. Pada 

wilayah pengawasan Loka POM di 

Kabupaten Buleleng terdapat 30 

sarana Toko Obat yang meliputi 13 

sarana di Kabupaten Buleleng dan 17 

sarana di Kabupaten Jembrana. 

Selama periode Januari hingga 

Desember 2024 telah dilakukan 

pemeriksaan terhadap 6 sarana Toko 

Obat dengan rincian 6 sarana yang berlokasi di Kabupaten Buleleng dengan 

hasil 6 sarana tersebut Memenuhi Ketentuan. Terhadap hasil pemeriksaan 

tersebut telah dilakukan tindak lanjut berupa Pembinaan dan Peringatan 

terhadap sarana. Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran tabel 7A. 

 

 

Gambar 7 Pemeriksaan Toko Obat di 
Kabupaten Buleleng 
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3.1.6 Pemeriksaan Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK)  

Instalasi Farmasi Pemerintah adalah sarana tempat 

penyimpanan dan penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan milik 

pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam 

rangka pelayanan kesehatan. 

Terdapat total 2 Instalasi Farmasi 

Kabupaten (IFK) di wilayah 

pengawasan Loka POM di 

Kabupaten Buleleng diantaranya 

1 sarana di Kabupaten Buleleng 

dan 1 sarana di Kabupaten 

Jembrana. Terhadap kedua 

sarana tersebut telah dilakukan 

pemeriksaan dengan hasil keduanya Memenuhi Ketentuan. Namun masih 

terdapat temuan pelanggaran dari segi Cara Distribusi Obat yang Baik 

(CDOB) pada setiap Instalasi Farmasi Kabupaten yang diperiksa. Terhadap 

temuan pelanggaran tersebut telah dilakukan pembinaan terhadap pihak 

sarana. Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran tabel 7A. 

3.1.7 Pemeriksaan Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) 

 Penyelenggaraan pelayanan 

pengobatan dan pemulihan Kesehatan di 

rumah sakit harus sesuai dengan standar 

pelayanan kefarmasian. Untuk itu Loka POM 

di Kabupaten Buleleng melakukan 

pengawasan juga terhadap instalasi farmasi 

rumah sakit di wilayah pengawasan Loka POM 

di Kabupaten Buleleng. Jumlah Rumah Sakit 

yang ada di wilayah pengawasan Loka POM di 

Kabupaten Buleleng sejumlah 14 rumah 

sakit. Selama tahun 2024, telah dilakukan 

Gambar 8 Pemeriksaan IFK di Kabupaten Jembrana 

Gambar 9 Pemeriksaan IFRS di Kabupaten 
Jembrana 
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pemeriksaan terhadap 9 sarana, yaitu 6 sarana di Kabupaten Buleleng dan 3 

sarana di Kabupaten Jembrana. Hasil yang diperoleh dari pemeriksaan 

tersebut yakni 8 sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan. Data 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran tabel 7A.   

3.1.8 Pemeriksaan Puskesmas 

Puskesmas adalah salah satu komponen penting dalam sistem 

pelayanan kesehatan di Indonesia. Memberikan pelayanan kesehatan yang 

ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, 

pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan 

perseorangan merupakan tujuan utama Puskesmas. 

 Puskesmas yang ada di 

Kabupaten Buleleng berjumlah 20 

sarana, sementara 10 sarana berada di 

Kabupaten Jembrana. Dari total 30 

sarana di wilayah pengawasan Loka 

POM di Kabupaten Buleleng, ada 10 

sarana yang diperiksa dengan rincian 6 

sarana di Kabupaten Buleleng dan 4 

sarana di Kabupaten Jembrana. Dari 

hasil pemeriksaan diperoleh 8 sarana 

Memenuhi Ketentuan. Selanjutnya 

untuk temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan memberikan tindak 

lanjut berupa pembinaan dan peringatan terhadap puskesmas tersebut. 

Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran tabel 7A.   

3.1.9 Pemeriksaan Pengobatan/ Klinik Kesehatan 

 Klinik adalah salah satu fasilitas pelayanan kesehatan, selain rumah sakit dan 

puskesmas, yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan 

kefarmasian. Jumlah klinik yang terdapat di wilayah pengawasan Loka POM di 

Kabupaten Buleleng terdiri dari 12 klinik di Kabupaten Buleleng dan 7 klinik di 

Gambar 10 Pemeriksaan Puskesmas di 
Kabupaten Jembrana 
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Kabupaten Jembrana 

sehingga terdapat total 19 

klinik di wilayah pengawasan 

Loka POM di Kabupaten 

Buleleng. Selama tahun 2024, 

telah dilakukan pemeriksaan 

terhadap 6 sarana dengan 

hasil pemeriksaan 5 sarana 

Memenuhi Ketentuan dan 1 

sarana Tidak Memenuhi 

Ketentuan.  Data 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran tabel 7A.    

3.2 Pengawasan NAPPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekusor dan Zat Adiktif) 

 Pengawasan mutu, keamanan dan kemanfaatan terhadap komoditi 

NAPPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Aditif) dilakukan 

bersama dengan pengawasan obat seperti yang tertera pada poin 3.1.2. 

Pengawasan dilakukan di sarana seperti PBF, Puskesmas, RS, Apotek, dan 

Klinik. Sedangkan untuk kegiatan sampling, Loka POM di Kabupaten 

Buleleng di Tahun 2024 melakukan pengambilan contoh NAPPZA sebanyak 

1 (satu) sampel dan telah dilakukan pengujian di Balai Besar POM di 

Mataram. 

 

 

 

 

 

Gambar 11 Pemeriksaan Klinik di Kabupaten Jembrana 
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3.3 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Tradisional 

Pengawasan Mutu, keamanan dan kemanfaatan dari produk Obat 

Tradisional dilakukan untuk memastikan kualitas dan khasiat dari produk 

Obat Tradisional tersebut benar 

adanya bukan hanya klaim sepihak 

dari pihak produsen. BPOM 

melakukan pemastian dan 

pengawasan mutu obat tradisional 

dilakukan sejak proses registrasi 

Obat Tradisional atau yang dikenal 

dengan pengawasan pre market, 

pengawasan proses produksi di 

sarana produksi, pengawasan 

sarana peredaran obat tradisional 

hingga pada pengawasan post-market yang dilakukan setelah produk 

beredar di masyarakat.  Pengawasan dilakukan dari hulu ke hilir dari rantai 

produksi untuk memastikan mutu, keamanan dan kemanfaatan Obat 

Tradisional terjamin, aman dan berkhasiat. Fasilitas produksi dan distribusi 

Obat Tradisional diharuskan mematuhi pedoman dan peraturan yang 

berlaku untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk Obat 

Tradisional. Selain pengawasan ke sarana pemeriksaan, dilakukan juga 

kegiatan sampling dan pengujian mutu produk Obat Tradisional yang 

beredar. 

3.3.1 Sampling dan Pengujian Obat Tradisional dan Obat Kuasi 

 Salah satu kegiatan pengawasan dan pemastian mutu obat 

tradisional yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng adalah 

kegiatan sampling dan pengujian rutin terhadap Obat Tradisional dan Obat 

Kuasi. Sampel Obat Tradisional dan Obat Kuasi yang diuji pada tahun 2024 

adalah sebanyak 39 sampel yang terdiri dari 26 sampel acak dan 13 sampel 

Gambar 12 Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat 
Tradisional 
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targeted. Dari 39 sampel, 

terdapat 36 sampel 

Memenuhi Ketentuan (MK) 

dan 3 sampel Tidak 

Memenuhi Ketentuan (TMK). 

Seluruh sampel yang Tidak 

Memenuhi Ketentuan (TMK) 

mendapatkan hasil uji yang 

Memenuhi Syarat (MS). Data 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Tabel 1A, 2B, 2C, 4B, 4C dan 11. 

Selain itu, Loka POM di Kabupaten Buleleng juga melakukan 

sampling dan pengujian non rutin yang meliputi sampel 

investigasi/penyidikan. Sampel ini dikirim ke Balai Besar POM di Denpasar 

untuk dilakukan pengujian laboratorium. Jumlah sampel investigasi/ 

penyidikan yang diuji yaitu 7 sampel Obat Tradisional. Berdasarkan hasil 

pengujian diperoleh bahwa seluruh sampel tersebut dinyatakan Tidak 

Memenuhi Syarat. Data selengkapnya untuk sampling dan pengujian non 

rutin dapat dilihat pada Lampiran Tabel 1B. 

3.3.2 Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Tradisional 

Pada pembuatan Obat Tradisional, pengendalian menyeluruh 

adalah sangat esensial untuk menjamin konsumen menerima Obat 

Tradisional yang bermutu tinggi. Loka POM di Kabupaten Buleleng 

melakukan pengawasan sarana produksi Obat Tradisional secara rutin 

untuk memastikan pelaku usaha tetap konsisten menjamin mutu dan 

keamanan produk dengan konsisten menerapkan Cara Pembuatan Obat 

Tradisional yang Baik (CPOTB). CPOTB merupakan pedoman yang 

Gambar 13 Sampling OBA di Kabupaten Jembrana 
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bertujuan untuk memastikan agar 

mutu Obat Tradisional yang 

dihasilkan sesuai persyaratan dan 

tujuan penggunannya.  

Pada wilayah pengawasan 

Loka POM di Kabupaten Buleleng 

jumlah fasilitas produksi Obat 

Tradisional meliputi 1 sarana 

Industri Obat Tradisional (IOT), 1 

sarana Usaha Kecil Obat Tradisional 

(UKOT) dan 12 sarana Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). Dari 14 sarana 

tersebut, sarana obat tradisional yang telah dilakukan pemeriksaan adalah 

sebanyak 7 sarana, dengan hasil 7 sarana memenuhi ketentuan. Data 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Tabel 6B. 

3.3.3 Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional 

Untuk melindungi masyarakat dari obat tradisional yang tidak 

memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, perlu 

dilakukan pengawasan terhadap peredaran obat tradisional. Hal ini 

dilakukan untuk mengurangi peredaran produk tanpa izin edar, produk 

mengandung bahan kimia obat dan produk tidak memenuhi syarat lainnya. 
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Gambar 14 Pemeriksaan Sarana Produksi OBA 
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Pemeriksaan sarana distribusi Obat Tradisional dilakukan melalui 

pengawasan secara rutin. 

Total sarana distribusi Obat 

Tradisional yang ada di Kabupaten 

Buleleng dan Jembrana adalah 46 

sarana dengan rincian 17 sarana di 

Kabupaten Buleleng dan 29 sarana di 

Kabupaten Jembrana. Dari hasil 

pengawasan, jumlah sarana distribusi 

Obat Tradisional yang diperiksa pada 

Dari hasil pengawasan, jumlah sarana 

distribusi Obat Tradisional yang 

diperiksa pada Tahun 2024 sebanyak 

5 sarana dan diperoleh 4 sarana 

Memenuhi Ketentuan dan 1 sarana 

Tidak Memenuhi Ketentuan. Jenis 

temuannya berupa produk tanpa izin edar dan produk kedaluwarsa. 

Terhadap temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan pembinaan dan 

peringatan. Data Selengkapnya dapat dilihat pada pada Lampiran Tabel 7B.  

3.4 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan 

Pelaku usaha wajib bertanggung jawab penuh terhadap produk 

Suplemen Kesehatan yang diedarkan, sedangkan BPOM berperan dalam 

melindungi masyarakat dari peredaran produk yang ilegal. Loka POM di 

Kabupaten Buleleng melakukan kegiatan pengawasan mutu, keamanan, 

dan kemanfaatan suplemen kesehatan melalui pengawasan post market 

yaitu kegiatan sampling dan pengawasan terhadap sarana distribusi. 

Sementara itu untuk sarana produksi, Loka POM di Kabupaten Buleleng 

tidak melakukan pengawasan dikarenakan tidak terdapat sarana yang 
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Gambar 15 Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat 
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memproduksi produk Suplemen Kesehatan di wilayah kerja Loka POM di 

Kabupaten Buleleng. 

3.4.1 Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan (SK) 

Suplemen Kesehatan 

adalah produk yang 

dimaksudkan untuk 

melengkapi kebutuhan 

zat gizi, memelihara, 

meningkatkan dan/atau 

memperbaiki fungsi 

kesehatan, mempunyai 

nilai gizi dan/atau efek 

fisiologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, 

asam amino dan/atau bahan lain bukan tumbuhan yang dapat 

dikombinasi dengan tumbuhan. Loka POM di Kabupaten Buleleng 

melakukan kegiatan sampling terhadap produk suplemen Kesehatan 

yang beredar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng yaitu di 

Kabupaten Buleleng dan Jembrana sebagai bagian dari pengawasan 

post market. Produk hasil sampling ini selanjutnya dikirimkan ke 

laboratorium BBPOM di Denpasar dan Balai Besar POM Regional terkait.  

 Sampel Suplemen Kesehatan yang diuji pada Tahun 2024 adalah 

sebanyak 11 sampel yang terdiri dari 8 sampel acak dan 3 sampel 

targeted. Dari seluruh sampel acak dan targeted diperoleh hasil evaluasi 

penandaan 100% memenuhi ketentuan label (MK). Sedangkan, untuk 

hasil uji didapatkan 2 sampel acak Tidak Memenuhi Syarat (TMS) hasil 

uji. Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Tabel 1A, 2D, 4D dan 

11. 

Gambar 16 Sampling SK di Kabupaten Jembrana 



 

44 
 

3.4.2 Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan 

Kegiatan penyaluran atau 

penyerahan Suplemen Kesehatan 

harus mememuhi standar dan/atau 

persyaratan yang berlaku. Untuk itu, 

Loka POM di Kabupaten Buleleng 

melakukan pemantauan melalui 

pemeriksaan terhadap fasilitas 

distribusi dan produk suplemen 

Kesehatan yang dijual pelaku usaha, 

baik secara rutin maupun 

khusus/insidental. Total sarana 

distribusi suplemen kesehatan yang 

terdata di Kabupaten Buleleng dan 

Jembrana adalah 23 sarana, yaitu 13 sarana di Kabupaten Buleleng dan 10 

sarana di Kabupaten Jembrana. Dari hasil pengawasan, jumlah sarana yang 

diperiksa pada Tahun 2024 sebanyak 5 sarana, dari 5 sarana tersebut hasil 

pengawasannya keseluruhannya Memenuhi Ketentuan. Adapun temuan 

pada saat pemeriksaan berupa produk tanpa izin edar (TIE) dan produk 

kedaluwarsa. Terhadap temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan 

pembinaan dan peringatan. Data Selengkapnya dapat dilihat pada pada 

Lampiran Tabel 7B. 

3.5 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetika 

Penggunaan kosmetika saat ini sudah menjadi kebutuhan sehari-

hari bagi masyarakat, khususnya para wanita, yang tidak sedikit 

menggunakannya sepanjang hari, sehingga harus dipastikan kosmetika 

yang digunakan aman dan baik untuk kesehatan. Setiap kosmetika yang 

hendak beredar, wajib memiliki izin edar berupa nomor notifikasi. Untuk 

melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang dapat merugikan kesehatan, 

Gambar 17 Pemeriksaan Sarana Distribusi 
Suplemen Kesehatan 
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perlu dicegah produksi dan 

peredarannya yang tidak 

memenuhi persyaratan mutu, 

keamanan, dan kemanfaatannya. 

Badan POM melakukan upaya 

perlindungan melalui 

pengawasan baik dari 

pengawasan pre-market maupun 

post-market.  

 

 

3.5.1 Sampling dan Pengujian Kosmetika 

 Kosmetika saat ini semakin berkembang luas penggunaannya, baik 

generasi tua maupun muda. Penggunaan yang semakin luas 

mengakibatkan semakin besarnya permintaan dan kebutuhan kosmetika di 

peredaran. Oleh karena itu, 

Loka POM di Kabupaten 

Buleleng rutin melakukan 

pengawasan kosmetika di 

peredaran, salah satunya 

dengan melakukan 

sampling dan pengujian 

kosmetika. Kegiatan ini 

penting untuk memastikan 

keamanan, manfaat, dan mutu kosmetika yang beredar agar tidak 

mengandung bahan berbahaya atau bahan dilarang.  

Pada Tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Buleleng melakukan 

sampling terhadap 76 sampel Kosmetika. Berdasarkan hasil pengujian dan 

evaluasi penandaan, sejumlah 22 sampel (91,67%) dengan kategori sampel 

Gambar 18 Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik 

Gambar 19 Sampling Kosmetik 
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targeted dari total jumlah 24 sampel dinyatakan Memenuhi Syarat uji 

laboratorium (MS) dan Memenuhi Ketentuan label (MK). Sedangkan, 

sejumlah 51 sampel (98,08%) dari total 52 sampel acak dinyatakan 

Memenuhi Syarat (MS). Total 3 sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 

berasal dari 2 sampel Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) label dan 1 sampel 

Tidak Memenuhi Syarat uji. Data dapat dilihat pada Lampiran Tabel 1A. 

Selain itu, Loka POM di Kabupaten Buleleng juga melakukan 

sampling dan pengujian non rutin yang meliputi sampel 

investigasi/penyidikan. Sampel ini dikirim ke Balai Besar POM di Denpasar 

untuk dilakukan pengujian laboratorium. Jumlah sampel investigasi/ 

penyidikan yang diuji yaitu 2 sampel Kosmetik. Berdasarkan hasil pengujian 

diperoleh bahwa seluruh sampel tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi 

Syarat. Data selengkapnya untuk sampling dan pengujian non rutin dapat 

dilihat pada Lampiran Tabel 1B. 

3.5.2 Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetika 

Kosmetika yang dinotifikasi harus dibuat dengan menerapkan Cara 

Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB ) dan memenuhi persyaratan teknis 

meliputi persyaratan keamanan, bahan, penandaan, dan klaim. BPOM terus 

mengawal perkembangan kosmetika, salah satunya melalui kegiatan 

pengawasan produksi kosmetika. Pengawasan dilakukan melalui 

pemeriksaan terhadap sarana produksi dan terhadap produk kosmetikanya 

itu sendiri. Pemeriksaan terhadap sarana produksi kosmetika dilakukan 

dengan berpedoman pada CPKB. Selama Tahun 2024, terdapat 3 sarana 

produksi kosmetika yang berada di Kabupaten Buleleng dan telah diawasi 
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3 sarana dengan hasil 

pemeriksaan 2 sarana 

memenuhi ketentuan. 

Data selengkapnya 

sebagaimana dapat 

dilihat pada Lampiran 

Tabel 6D. 

 

3.5.3 Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetika 

  Produk kosmetik yang beredar di masyarakat, harus memiliki 

notifikasi dari BPOM. Jika produk tidak ternotifikasi bisa jadi ada 

kemungkinan  produk tidak layak digunakan atau ilegal, dan mengandung 

zat yang berbahaya untuk kesehatan. Jika produk tersebut digunakan terus 

menerus bisa memicu munculnya penyakit berbahaya. Oleh karena itu, 

BPOM semakin meningkatkan kegiatan pengawasannya baik dalam hal 

pengawasan pre market maupun post market. Pengawasan terhadap 

kosmetik dilakukan pada sarana seperti industri kosmetika, importir 

kosmetika, usaha perseorangan/badan usaha yang melakukan kontrak 

produksi dengan industri yang telah memiliki izin produksi, distribusi, dan 

penjualan melalui media elektronik. Pengawasan sarana distribusi 

dilakukan dengan tidak terbatas pada distributor, agen, klinik kecantikan, 

salon, swalayan, apotek, toko obat, toko kosmetika, maupun pengecer. 

Pada wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Buleleng, terdapat total 

329 sarana distribusi Kosmetika yang meliputi 198 sarana di Kabupaten 

Buleleng dan 131  sarana di Kabupaten Jembrana. Dilakukan pemeriksaan 

sarana distribusi kosmetika terhadap 28 sarana yaitu 12 sarana di 

Kabupaten Buleleng dan 16 sarana di Kabupaten Jembrana, dengan hasil 9 

sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. Adapun jenis temuannya meliputi 

kedaluwarsa dan tanpa izin edar. Temuan tersebut telah ditindaklanjuti 
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Gambar 20 Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetik 
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dengan pemberian 

Peringatan dan 

pembinaan terhadap 

sarana agar tidak 

mengulangi perbuatan 

illegal tersebut. Data 

selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 

Tabel 7B.  

3.6 Pengawasan Mutu 

dan Kemasan Produk 

Pangan Kemasan dan 

Kemasan Pangan 

Loka POM di Kabupaten Buleleng melakukan kegiatan sampling 

produk Obat dan Makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana 

produksi dan distribusi Obat dan Makanan, dan pengawasan 

label/penandaan dan iklan dalam rangka melindungi konsumen dari 

produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan. Kegiatan pengawasan 

tersebut dilakukan agar mampu meningkatkan daya saing bangsa, yang 

diharapkan agar produk pangan yang dihasilkan di Indonesia dapat 

memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional. Loka POM 

di Kabupaten Buleleng berkomitmen untuk turut mendukung 

perkembangan produk pangan dengan senantiasa meningkatkan fungsi 

pengawasan mutu dan keamanan pangan terhadap produk pangan 

tersebut. 

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh 

BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup 

pengawasan pre market dan post market. Sistem itu terdiri dari penyusunan 

standar, penilaian pre market, pengawasan setelah beredar, pengujian 

Gambar 21 Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik 
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laboratorium, hingga penegakan hukum di bidang pengawasan obat dan 

makanan. Pengawasan produk pangan merupakan suatu program yang 

terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. 

Untuk itu perlu dijalin suatu kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi 

yang baik. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke 

hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi 

hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. 

3.6.1 Sampling dan Pengujian Pangan 

Pangan sebagai suatu 

komoditas memerlukan dukungan 

dalam hal sistem produksi dan 

peredaran atau perdagangan 

pangan. Pengawasan di peredaran 

perlu dilakukan untuk melihat 

konsistensi mutu produk, 

keamanan dan informasi produk. 

Loka POM di Kabupaten Buleleng melakukan sampling terhadap produk 

pangan olahan yang beredar di masyarakat secara berkala dan terencana. 

Kegiatan sampling ini dibagi menjadi sampling produk pangan secara acak 

dan targeted. Pembagian ini dapat mewakili produk beredar sekaligus 

mengakomodasi pengawasan berbasis risiko.  Sampel dari Loka POM di 

Kabupaten Buleleng selanjutnya dilakukan uji di laboratorium BBPOM di 

Denpasar dan BBPOM regional terkait. 

Loka POM di Kabupaten Buleleng mendapatkan target sampel 

sebanyak 69 sampel yang terdiri dari 21 sampel targeted dan 48 sampel 

acak. Sampel yang dinyatakan memenuhi syarat baik dari hasil pengujian 

laboratorium dan ketentuan label yaitu sebesar 20 sampel (95,24%) untuk 

sampel targeted dan sebesar 42 sampel (87,50%) untuk sampel acak. 

Sampel yang dinyatakan TMS diantaranya terdiri dari 7 sampel tidak 

Gambar 22 Sampling Pangan 
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memenuhi syarat hasil uji laboratorium di mana 4 sampel tidak memenuhi 

ketentuan label, 2 sampel tidak memenuhi syarat uji dan 1 sampel tidak 

memenuhi ketentuan baik evaluasi label maupun hasil uji. Data ini dapat 

dilihat pada Lampiran Tabel 1A, 2F, 2G, 4F dan 11. 

3.6.2 Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan 

3.6.2.1. Pemeriksaan Industri Pangan 

Produksi Pangan 

adalah kegiatan atau 

proses 

menghasilkan, 

menyiapkan, 

mengolah, 

membuat, 

mengawetkan, 

mengemas, 

mengemas kembali, 

dan/atau mengubah bentuk pangan. Pelaku usaha sebagai produsen 

mempunyai peran penting dalam memberikan jaminan produk pangan 

yang memenuhi syarat (aman, khasiat/bermanfaat dan bermutu) melalui 

proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Setiap sarana yang akan 

memproduksi pangan olahan wajib mengetahui dan menerapkan Cara 

Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). CPPOB merupakan pedoman 

yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, 

bermutu, dan layak untuk dikonsumsi. Industri Pangan Olahan wajib 

memiliki Izin Penerapan CPPOB sebagai pemenuhan persyaratan 

Keamanan Pangan.  

Jumlah Industri pangan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten 

Buleleng adalah sebanyak 44 sarana, dimana 30 sarana berada di 

Kabupaten Buleleng dan 14 sarana berada di Kabupaten Jembrana. 
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Gambar 23 Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan 
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Berdasarkan target pemeriksaan, tahun 2024 Loka POM di Kabupaten 

Buleleng telah memeriksa sebanyak 21 sarana industri pangan dengan 

rincian 13 sarana di Kabupaten Buleleng (11 sarana Memenuhi Ketentuan 

(MK) dan 2 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK)) dan 8 sarana di 

Kabupaten Jembrana (5 sarana Memenuhi Ketentuan (MK) dan 3 sarana 

Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK)). Sehingga total jumlah sarana MK 

sebanyak 16 sarana dan jumlah sarana TMK sebanyak 5 sarana. Data 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Tabel 6E. 

3.6.2.2. Pemeriksaan Industri Rumah Tangga (IRTP) 

Selain industri pangan, 

BPOM juga mengawal pemeriksaan 

terhadap Industri Rumah Tangga 

Pangan (IRTP). IRTP adalah 

perusahaan pangan yang memiliki 

tempat usaha di tempat tinggal 

dengan peralatan pengolahan 

pangan manual hingga semi 

otomatis. Sarana ini juga merupakan 

target pemeriksaan sarana produksi 

pangan oleh Loka POM di Kabupaten 

Buleleng pada tahun 2024. Jumlah 

sarana IRTP yang diperiksa di Kabupaten Buleleng sebanyak 8 sarana dari 

total 458 sarana IRTP yang ada di Kabupaten Buleleng. Sementara untuk 

sarana IRTP di Kabupaten Jembrana jumlah yang diperiksa sebanyak 8 

sarana dari total 269 sarana yang ada di Kabupaten Jembrana. Secara 

kesuluruhan sarana IRTP yang diperiksa sejumlah 16 dengan rincian hasil 

pengawasan 15 sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan (MK) dan 1 sarana 

dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Sarana yang TMK telah 

ditindaklanjuti dengan diberikan rekomendasi pembinaan PIRT kepada 

Gambar 24 Pemeriksaan Sarana Produksi IRTP 
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Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dan Jembrana melalui surat resmi. 

Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Tabel 6E. 

3.6.3 Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan 

 Pengawasan terhadap sarana distribusi dan ritel yang menjual 

produk pangan merupakan bagian dari kegiatan yang dilaksanakan dengan 

tujuan memastikan mutu dan keamanan pangan sepanjang jalur 

distribusi/penyaluran sesuai persyaratan. Pemeriksaan dilakukan di sarana 

yang melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran pangan seperti 

sarana ritel pangan, gudang dan distributor. Adapun jumlah sarana 

distribusi pangan olahan di Kabupaten Buleleng dan Jembrana adalah 834 

sarana yang meliputi 446 sarana di Kabupaten Buleleng dan 388 sarana di 

Kabupaten Jembrana. Sarana distribusi pangan yang telah diperiksa 

selama Tahun 2024 adalah sebanyak 74 sarana dengan rincian 32 sarana di 

Kabupaten Buleleng dan 42 sarana di Kabupaten Jembrana.  

 

 Berdasarkan hasil pengawasan, 

jumlah sarana yang Memenuhi 

Ketentuan (MK) sejumlah 61 sarana 

dan sarana yang Tidak Memenuhi 

Ketentuan (TMK) sejumlah 13. Sarana 

TMK ini memiliki jenis temuan 

diantaranya menjual produk pangan 

kedaluwarsa/ rusak, produk pangan 

tanpa izin edar, dan temuan terkait 

ketidaksesuaian dengan Cara Ritel/ 

Distribusi Pangan yang Baik. 

Terhadap sarana TMK ini pun telah 
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Gambar 25 Pemeriksaan Sarana Distribusi 
Pangan 
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ditindaklanjuti dengan memberikan surat pembinaan dan peringatan. Data ini 

dapat dilihat pada Lampiran Tabel 7C.  

3.6.4 Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan dalam Rangka Intensifikasi 

Penertiban Produk Ilegal dan Pengawasan Keamanan Pangan 

Intensifikasi pengawasan pangan olahan merupakan langkah 

perlindungan masyarakat dari produk pangan olahan yang berisiko 

terhadap kesehatan. Intensifikasi pengawasan menyasar ke sarana-sarana 

peredaran pangan olahan di sepanjang rantai peredaran, yaitu importir, 

distributor, dan ritel. Pengawasan ditargetkan pada produk pangan olahan 

berupa Pangan Olahan Kemasan khususnya produk-produk Tanpa Izin Edar 

Badan POM (TIE), kedaluwarsa, atau rusak, serta Pangan olahan yang 

mengandung bahan berbahaya yang disalahgunakan ke dalam pangan. 

Intensifikasi pengawasan pangan olahan merupakan suatu langkah 

perlindungan kepada masyarakat yang dilakukan Loka POM Buleleng untuk 

memastikan keamanan produk pangan olahan yang berisiko terhadap 

kesehatan. Intensifikasi pengawasan dilaksanakan pada periode tertentu 

utamanya mendekati hari raya besar, hari raya keagamaan dan menyasar 

ke sarana-sarana peredaran pangan olahan di sepanjang rantai peredaran 

pangan, yaitu importir, distributor, dan ritel.  Target pengawasan 

produknya berupa Pangan Olahan Kemasan khususnya produk-produk 
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Tanpa Izin Edar (TIE), kedaluwarsa, atau rusak, serta Pangan olahan yang 

mengandung bahan berbahaya yang disalahgunakan ke dalam pangan.  

Pada tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Buleleng melakukan 

pemeriksaan terhadap 21 sarana distribusi pangan di Kabupaten Buleleng 

dan Jembrana. Adapun hasil 

pemeriksaan sarana tersebut yakni 

11 sarana dinyatakan TMK. Jenis 

temuan pemeriksaan diantaranya 

sarana menjual produk pangan 

kedaluwarsa/rusak, produk tanpa 

izin edar, serta kurangnya higiene 

dan sanitasi. Kegiatan intensifikasi 

ini rutin dilakukan setiap tahun 

terutama saat menjelang hari raya 

keagamaan seperti Idul Fitri, 

Galungan, Kuningan, Natal dan juga 

Tahun Baru.  

3.6.5 Intensifikasi Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan 

Ilegal dan Mengandung Bahan Kimia Obat 

Dalam memutus mata rantai supply dan demand obat bahan alam dan 

suplemen kesehatan ilegal dan/atau mengandung bahan kimia obat. Upaya 

yang dilakukan salah satunya melalui kegiatan intensifikasi pengawasan. 

Loka POM di Kabupaten Buleleng bersama UPT lainnya di seluruh Indonesia 

secara serentak melaksanakan intensifikasi pengawasan obat bahan alam 

dan suplemen kesehatan ilegal pada tanggal 19-30 Agustus 2024. 

Meskipun sudah dilakukan upaya pengendalian, hingga saat ini masih 

ditemukan peredaran obat bahan alam dan suplemen kesehatan ilegal 

dan/atau mengandung bahan kimia obat di peredaran. Berdasarkan data 

pengawasan, tren temuan obat bahan alam dan suplemen kesehatan ilegal 
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Gambar 26 Intensifikasi pengawasan sarana 
distribusi pangan 



 

55 
 

dan/atau mengandung bahan kimia obat berada di rantai distribusi terkecil, 

namun masih diperlukan penelusuran lebih lanjut dengan teknik-teknik 

tertentu untuk mengetahui pemasok, distributor atau produsennya. Oleh 

karena itu perlu dilakukan kembali intensifikasi pengawasan obat bahan 

alam dan suplemen kesehatan ilegal dan/atau mengandung bahan kimia 

obat, dengan target yaitu depot jamu atau kios jamu. 

Kegiatan dimaksud dilaksanakan di dua kabupaten yaitu Kabupaten 

Buleleng dan Kabupaten Jembrana dengan berkoordinasi dan dilakukan 

bersama-sama dengan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan serta Satuan 

Polisi Pamong Praja. Adapun hasil pemeriksaan dari 8 sarana adalah 3 

sarana MK dan 5 sarana TMK dengan temuan terdiri dari obat bahan alam 

kedaluwarsa, tanpa izin edar dan mengandung bahan kimia obat. Pada 

kegiatan tersebut, petugas juga memberikan komunikasi, informasi dan 

edukasi kepada pelaku usaha agar senantiasa menjual obat bahan alam 

dan suplemen kesehatan yang aman, bermutu dan memiliki nomor ijin edar 

BPOM.  

 

Gambar 27 Intensifikasi Pengawasan Obat Bahan Alam 
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3.6.6 Intensifikasi Pengawasan Kosmetik Ilegal dan Mengandung Bahan 

Berbahaya 

Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari peredaran kosmetik 

yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan, Loka POM di 

Kabupaten Buleleng melakukan pengawasan langsung ke 13 sarana distribusi 

kosmetik. Sarana tersebut diantaranya klinik, apotek, rumah sakit, pemohon 

notifikasi serta toko kosmetik di Kabupaten Buleleng dan Jembrana. Adapun 

hasil pemeriksaan tersebut diantaranya 8 sarana tidak memenuhi ketentuan 

dan 5 sarana memenuhi ketentuan. Temuan produk yang tidak memenuhi 

ketentuan sudah dilakukan tindak lanjut berupa penurunan produk dari  

Gambar 28 Intensifikasi Pengawasan Kosmetik 

pajangan untuk tidak diperjualbelikan lagi dan pemusnahan produk oleh pihak 

sarana dengan disaksikan petugas Loka POM di Kabupaten Buleleng dan 

dilengkapi Berita Acara Pemusnahan. Selain itu, terhadap sarana yang tidak 

memenuhi ketentuan, sudah dilakukan pembinaan kepada sarana agar tidak 

menjual produk tanpa izin edar maupun kedaluwarsa, serta melakukan 

pengelolaan kosmetik sesuai dengan peraturan yang berlaku.  
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3.6.7 Keracunan pangan KLB 

Keracunan pangan adalah gangguan pencernaan yang disebabkan 

oleh makanan atau minuman yang terkontaminasi. Keracunan pangan 

dapat disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, atau zat-zat berbahaya.  

Pada periode tahun 2024, di wilayah pengawasan Loka POM di 

Kabupaten Buleleng tidak ditemukan terjadinya keracunan pangan yang 

menyebabkan KLB (kejadian luar biasa).  

BPOM sendiri memiliki mekanisme tersendiri untuk mempermudah 

koordinasi yaitu dengan whatsApp group. Dengan adanya wadah 

koordinasi melalui WhatsApp Group tim KLB KP Badan POM menjadi sarana 

pendukung yang sangat efektif digunakan dalam percepatan pelaporan 

kasus KLB KP yang terjadi di Indonesia. Loka POM di Kabupaten Buleleng 

terus meningkatkan koordinasi bersama dengan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Buleleng dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana terkait 

dengan penanganan kasus KLB KP. 

Adanya wadah koordinasi melalui WhatsApp Group tim KLB KP 

Badan POM menjadi sarana pendukung yang sangat efektif digunakan 

dalam percepatan pelaporan kasus KLB KP yang terjadi di Indonesia. Loka 

POM di Kabupaten Buleleng terus meningkatkan koordinasi bersama 

dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Jembrana terkait dengan penanganan kasus KLB KP. 

3.6.8 Sampling dan Pengujian Sederhana Obat dan Makanan Dengan Rapid Test 

Kit 

Sampling dan pengujian sederhana di UPT Loka POM Kabupaten 

Buleleng dilakukan dengan menggunakan rapid test kit untuk komoditi 

pangan melalui kegiatan Mobil Laboratorium Keliling. Pada tahun 2024 

jumlah sampel yang diuji sebanyak 323 sampel. Adapun parameter yang 

diuji yaitu bahan tambahan yang berbahaya pada pangan diantaranya 

Rhodamin-B, Methanyl yellow, Boraks dan Formalin. Berdasarkan hasil 
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pengujian yang dilakukan petugas, terdapat 293 (90,71%) sampel yang 

Memenuhi Syarat (MS) dan terdapat 30 (9,29%) sampel yang Tidak 

Memenuhi Syarat (TMS) karena mengandung bahan berbahaya Rhodamin-

B sebanyak 17 (56,67%) sampel, Formalin sebanyak 1 (3,33%) sampel dan 

Boraks sebanyak 12 (40%) sampel. Pengujian sederhana ditujukan pada 

pangan olahan maupun pangan siap saji yang dijual utamanya di kantin 

sekolah dan pasar tradisional di wilayah Kabupaten Buleleng dan 

Jembrana. Terhadap hasil uji yang positif mengandung bahan berbahaya 

pada pangan dilalukan KIE dan pembinaan secara langsung kepada penjual 

akan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan apabila dikonsumsi dalam 

jangka panjang.  

3.7 Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan 

Makanan 

3.7.1 Audit Prasertifikasi  

 Dalam rangka penerbitan ijin edar produk, proses diawali dengan  

persyaratan Sertifikasi Cara Produksi/Pembuatan yang baik sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Loka POM di Kabupaten Buleleng melakukan audit 

dalam rangka sertifikasi agar produsen dapat menerapkan Cara Produksi 

yang baik sehingga produk yang dihasilkan aman, bermutu dan berkualitas. 

Dalam pelaksanaanya di lapangan Loka POM di Kabupaten Buleleng 

E=EHMFQ9A HJG?J9E Q9F? KM<9@ :=JB9D9F <9JA L9@MF ҐҎҏҖ Q9ALM ӑ(=EHML

29J?=L 1=JLA>AC9KAӒӄ "AE9F9 Hetugas Loka POM di Kabupaten Buleleng 

mengunjungi langsung pelaku usaha yang ada di Kabupaten Buleleng dan 

Jembrana yang berpotensi untuk didampingi dalam pengurusan sertifikasi 

baik itu Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (IP CPPOB), 

Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik (CPKB), Surat Pemenuhan Aspek Cara 

Pembuatan Kosmetik Yang Baik (SPA CPKB), Cara Pembuatan Obat 

Tradisional Yang Baik (CPOTB), CPOTB Bertahap, dan Cara Distribusi Obat 

yang Baik (CDOB).  
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Untuk menunjang target sertifikasi agar dapat tercapai dan berjalan 

dengan baik, maka salah satu kegiatan andalan Loka POM di Kabupaten 

���0�'� �'� �)�"�� �������'���#�� �‚���0���$�/�� ���-���.� �-�/�$�!�$�&���.�$�ƒ�u�� ���0���$�/�� ���-���.� �-�/�$�!�$�&���.�$�� �������'���#�� ���0���$�/��

persiapan yang dilakukan sebelum audit sertifikasi yang sesungguhnya 

dilaksanakan. Kegiatan ini dapat   berupa kunjungan awal atau kunjungan 

pendampingan hingga pelaku usaha siap untuk diaudit dan mampu 

melakukan penyelesaian CAPA serta berhasil mendapatkan Sertifikasi Cara 

Produksi/Pembuatan yang baik.  Audit prasertifikasi sebagai kegiatan 

pembinaan secara prima bagi sarana yang tidak bisa/kesulitan 

mempersiapkan pemenuhan sarana dan prasarana serta 

administrasi/dokumen operasional dalam rangka sertifikasi maupun 

registrasi secara mandiri karena keterbatasan sumber daya manusia. 

Dengan adanya kegiatan prasertifikasi ini diharapkan sarana lebih siap dan 

lebih cepat dalam menjalani proses sertifikasi dan registrasi. 

Program ini sangat efektif sehingga setiap tahunnya target 

rekomendasi sertifikat dapat tercapai. Berdasarkan target dari tahun 2023 

dan 2024 dengan jumlah target sebanyak 16 sertifikat, Loka POM Buleleng 

berhasil mengeluarkan 24 rekomendasi keputusan pada tahun 2024 dan 17 

rekomendasi keputusan hingga bulan Oktober 2024. 
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Pada Tahun 2024 telah dilakukan audit pra sertifikasi terhadap lebih 

dari 32 sarana produksi yang terdiri dari sarana produksi pangan olahan, 

obat tradisional, dan kosmetik . 

3.7.2 Audit dalam Rangka Registrasi Pangan Olahan 
 Dalam rangka registrasi pangan olahan, kelayakan sarana produksi 

menjadi salah satu syarat untuk menjamin mutu dan keamanan produk. 

Loka POM di Kabupaten Buleleng melakukan audit sebagai salah satu 

kegiatan pengawasan pre-market untuk menjamin pelaku usaha telah 

memenuhi Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP 

CPPOB). Kegiatan audit IP CPPOB ini juga sebagai bentuk verifikasi petugas 

Loka POM di Kabupaten Buleleng terhadap permohonan sertifikasi IP 

CPPOB dari pelaku usaha pada sistem e-sertifikasi BPOM. IP CPPOB sebagai 

Gambar 29 Audit Prasertifikasi Sarana Produksi Pangan 
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program dasar 

dokumen yang sah 

yang merupakan 

bukti bahwa sarana 

produksi pangan 

olahan telah 

memenuhi dan 

menerapkan standar 

Cara Produksi Pangan 

Olahan yang Baik 

dalam kegiatan produksi pangan Olahan.  

 

Pada tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Buleleng telah 

menerbitkan 15 Sertifikat IP CPPOB bagi 10 sarana produksi yang ada di 

Kabupaten Buleleng dan Jembrana. Dari 10 sarana produksi tersebut telah 

Gambar 30 Audit Sertifikasi Sarana Produksi Pangan 

Gambar 31 Audit Registrasi Sarana Produksi Pangan 
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dilakukan kegiatan audit terhadap 8 sarana. Sedangkan untuk 2 sarana 

sisanya yang belum dilakukan audit akan dijadwalkan pada Tahun 2025. 

Data ini dapat dilihat pada Lampiran Tabel 9. 

3.7.3 Audit dalam Rangka Sertifikasi Cara Produksi Obat Tradisional yang 

Baik(CPOTB) 

Sertifikasi CPOTB merupakan salah satu kegiatan pengawasan pre 

market yang dilaksanakan oleh BPOM. CPOTB adalah seluruh aspek 

kegiatan pembuatan Obat Tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar 

produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang 

ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Sertifikasi ini merupakan 

salah satu tahapan perizinan sebelum suatu produk obat tradisional 

nantinya memperoleh nomor izin edar. Sertifikasi CPOTB  dibagi menjadi 2 

yaitu Sertifikasi CPOTB aspek lengkap dan Sertifikasi CPOTB bertahap. 

Sertifikasi CPOTB aspek lengkap berlaku bagi Industri Obat Tradisional 

(IOT) dan CPOTB Bertahap bagi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan 

Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT). 

 

Gambar 32 Audit Sertifikasi Sarana Produksi Obat Tradisional 
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Loka POM di Kabupaten Buleleng pada Tahun 2024 melaksanakan 

Sertifikasi CPOTB Bertahap terhadap sarana produksi obat tradisional yaitu 

4 Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang ada di Kabupaten Buleleng. 

Sampai dengan tahun 2024.  Data ini dapat dilihat pada Lampiran Tabel 9. 

3.7.4 Audit dalam rangka Notifikasi Kosmetik 
 Setiap Industri kosmetika yang akan menotifikasikan kosmetikanya 

harus memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB (Cara Pembuatan 

Kosmetik yang Baik) atau Sertifikat CPKB sebagai bukti bahwa industri 

tersebut sudah menerapkan CPKB dalam proses produksinya. Sebelum 

mengurus sertifikat pemenuhan aspek CPKB atau Sertifikat CPKB, industri 

harus sudah memiliki persetujuan denah bangunan industri kosmetika. 

Industri kosmetika dibagi menjadi 2 yaitu kosmetika golongan A dan B. 

Sampai dengan Tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Buleleng telah 

menerbitkan rekomendasi sertifikat aspek CPKB golongan B sebanyak 3 

rekomendasi. Data ini dapat dilihat pada Lampiran Tabel 9. 
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Gambar 33 Audit Sertifikasi Sarana Produksi Kosmetik 
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3.7.5 Sosialisasi dan Desk Registrasi dalam rangka Jemput Bola Registrasi 

pangan olahan  

 

Gambar 34 Sosialisasi Desk Registrasi 

Pada 24-25 Juli Tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Buleleng 

menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Desk dalam Rangka Jemput 

Bola Registrasi Pangan Olahan bekerjasama dengan Direktorat Registrasi 

Pangan Olahan dan juga Dinas PMPTSP Kabupaten Jembrana yang 

dilakukan secara luring dan daring. Kegiatan sosialisasi ini baru pertama 

kali dilakukan secara luring dengan mendatangkan 5 evaluator pusat dari 

Registrasi Pangan Olahan. Kegiatan Sosialisasi diikuti oleh 39 pelaku usaha 

di Kabupaten Buleleng dan Jembrana serta berhasil menerbitkan 2 akun 

perusahaan pangan olahan, 37 nomor izin edar dan 1 sertifikat IP CPPOB. 

3.7.6 Dukungan Terhadap UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) 

Loka POM di Kabupaten Buleleng terus memberikan dukungan  

terhadap UMKM sebagaimana terlaksana pada kegiatan pendampingan 

UMKM Loka POM di Kabupaten Buleleng.  Kegiatan tersebut selalu 

dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2022. Pada kegiatan ini ditentukan 

target pendampingan secara eksklusif untuk komoditi pangan, kosmetik 

dan obat tradisional dengan target pelaku usaha mendapatkan sertifikat 

produksi/pembuatan yang baik. Masing-masing UMKM terpilih didampingi 
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oleh fasilitator dari Loka POM di Kabupaten Buleleng. Proses 

pendampingan UMKM ini dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu tahap 

seleksi, tahap pendampingan/fasilitasi, dan tahap audit sertifikasi cara 

produksi/pembuatan yang baik hingga terbit sertifikat. Tahap 

pendampingan atau fasilitasi meliputi kegiatan bimtek (bimbingan teknis) 

dan sosialisasi pembuatan dokumen dan tata cara proses 

produksi/pembuatan yang baik, kunjungan ke sarana produksi untuk 

pendampingan denah layout dan alur proses produksi, serta 

pendampingan tambahan secara tatap muka maupun secara online.  Data 

Pendampingan UMKM dapat dilihat pada Lampiran Tabel 23. 

 

Gambar 35 Audit dalam rangka pendampingan UMKM 

Pada tahun 2024 pendampingan UMKM dilakukan terhadap 2 sarana 

produksi obat tradisional, 1 sarana produksi kosmetik dan 3 sarana 

produksi pangan. Adapun bentuk program dan dukungan yang telah 

dilakukan sebagai berikut: 

1. Pembinaan dan pendampingan dalam bentuk audit prasertifikasi ke 

sarana produksi 












































































